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TENTANG

TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik dan Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat
(3), Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun
2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi
Ketenagalistrikan;

1.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5281);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang
Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);

Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18
Oktober 2011;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1022);

MEMUTUSKAN : ...
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG TATA CARA AKREDITASI DAN
SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian
pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga
sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan
kegiatan sertifikasi.

Lembaga Sertifikasi adalah lembaga inspeksi teknik,
lembaga sertifikasi kompetensi, dan lembaga sertifikasi
badan usaha.

Lembaga Inspeksi Teknik adalah badan usaha yang
melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang
pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang
diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga
listrik, kecuali instalasi pemanfaatan tenaga listrik
tegangan rendah.

Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah adalah badan
usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga
listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi
pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang diberi
hak untuk melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan
tenaga listrik tegangan rendah.

Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah badan usaha yang
melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang
sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan
yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi kompetensi
tenaga teknik ketenagalistrikan.

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha adalah badan usaha
yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di
bidang sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga
listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi badan
usaha.

Sertifikasi Badan Usaha adalah proses penilaian untuk
mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan
kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha
jasa penunjang tenaga listrik.

Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik adalah serangkaian
kegiatan pemeriksaan dan pengujian serta verifikasi
instalasi tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi
tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian
persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap
dioperasikan.

9. Sertifikasi ...
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Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan
formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi
tenaga teknik pada usaha ketenagalistrikan.

Sertifikat Badan Usaha adalah bukti pengakuan formal
terhadap kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi atas
kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang
tenaga listrik.

. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal

terhadap Kklasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi
tenaga teknik di bidang ketenagalistrikan.

Sertifikat Laik Operasi adalah bukti pengakuan formal
suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana
kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan
siap dioperasikan.

Penanggung Jawab Teknik adalah tenaga teknik
ketenagalistrikan bersertifikat kompetensi yang ditetapkan
sebagai penanggung jawab teknik oleh badan usaha.

Surveilen adalah kegiatan pemantauan kinerja lembaga
sertifikasi terakreditasi yang dilakukan secara periodik.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas
perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi
teknis di bidang ketenagalistrikan.

Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi
dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden
dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai:

a

tata cara Akreditasi usaha jasa penunjang tenaga listrik
untuk Lembaga Inspeksi Teknik, Lembaga Inspeksi Teknik
Tegangan Rendah, Lembaga Sertifikasi Kompetensi, dan
Lembaga Sertifikasi Badan Usaha; dan

tata cara Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik, Sertifikasi
Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, dan
Sertifikasi Badan Usaha.

Pasal 3

Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:

a.

o
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konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga
listrik;

pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan
tenaga listrik;

pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
pengoperasian instalasi tenaga listrik;

pemeliharaan instalasi tenaga listrik;

penelitian dan pengembangan,;
g. laboratorium ...
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laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga
listrik;

sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik, atau
pendidikan dan pelatihan.

BAB II
AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu
Akreditasi

Pasal 4

Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga
listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
kecuali usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi
pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah
dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang
tenaga listrik untuk pemeriksaan dan pengujian instalasi
tenaga listrik yang telah diakreditasi oleh Menteri sebagai
Lembaga Inspeksi Teknik.

Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik
Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf i dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa
penunjang tenaga listrik untuk Sertifikasi Kompetensi
Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang telah diakreditasi
oleh Menteri sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi.

Usaha jasa sertifikasi badan usaha jasa penunjang
tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf j dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa
penunjang tenaga listrik untuk Sertifikasi Badan Usaha
yang telah diakreditasi oleh Menteri sebagai Lembaga
Sertifikasi Badan Usaha.

Usaha jasa pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf k dilaksanakan oleh
pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di sektor
ketenagalistrikan yang telah diakreditasi oleh Menteri
sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan.

Pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)
termasuk lembaga di Kementerian yang
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang
ketenagalistrikan serta Sertifikasi Kompetensi Tenaga
Teknik Ketenagalistrikan.

Pasal 5

Untuk mendapatkan Akreditasi, pemegang izin usaha
jasa penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus mengajukan
permohonan Akreditasi kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal dengan memenuhi persyaratan administratif
dan teknis.

(2) Persyaratan ...
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Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:

a.

b.

o
d.

akta pendirian badan usaha/lembaga;

penetapan badan usaha/lembaga sebagai badan
hukum;

nomor pokok wajib pajak bagi badan usaha; dan

1zin usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi
tenaga listrik, meliputi:

a.
b.

C.

Sertifikat Badan Usaha;
struktur organisasi badan usaha;

surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau
pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan
pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan
instalasi tenaga listrik;

. Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh waktu

untuk setiap subbidang usaha;

. tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh

waktu untuk setiap subbidang usaha;

dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar
Nasional Indonesia;

. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga

Listrik; dan

.daftar peralatan uji yang dimiliki dan/atau yang

disewa.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik
Ketenagalistrikan, meliputi:

.
b.

Gy

Sertifikat Badan Usaha;
struktur organisasi badan usaha/lembaga;

surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau
pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan
pelaksana jasa penunjang tenaga listrik lainnya;

. Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh waktu

untuk setiap subbidang usaha;

. tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh

waktu untuk setiap subbidang usaha.

dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar
Nasional Indonesia;

. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga

Teknik Ketenagalistrikan; dan

.tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau yang

disewa.

(5) Persyaratan ...
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Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha, meliputi:

a. struktur organisasi badan usaha;

b. memiliki paling sedikit 1 (satu) kantor wilayah yang
masing-masing berada di Indonesia bagian barat,
bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa
Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup akreditasinya
pada jenis usaha konsultansi dalam bidang instalasi
penyediaan tenaga listrik, pemeriksaan dan pengujian
instalasi tenaga listrik, pengoperasian instalasi tenaga
listrik, pemeliharaan instalasi tenaga listrik, atau
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik
Ketenagalistrikan,;

c. memiliki kantor wilayah paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) dari jumlah provinsi di Indonesia yang tersebar
merata di bagian barat, bagian tengah, dan bagian
timur untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha yang
lingkup akreditasinya pada jenis usaha pembangunan
dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;

d. penanggung jawab auditor yang bekerja penuh waktu;

e. tenaga auditor Sertifikasi Badan Usaha yang bekerja
penuh waktu;

f. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar
Nasional Indonesia; dan

g. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha.

Permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang
dengan menggunakan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, Direktur Jenderal melakukan audit Akreditasi.

Audit Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

a.audit  kecukupan dan  kesesuaian dokumen
permohonan; dan

b. verifikasi lapangan.

Dalam melakukan audit Akreditasi, Direktur Jenderal
dapat membentuk Panitia Akreditasi Ketenagalistrikan.

Berdasarkan hasil audit Akreditasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Direktur Jenderal
menyampaikan rekomendasi kepada Menteri untuk
mendapatkan penetapan atau penolakan sertifikat
Akreditasi.

Pasal 7 ...
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Pasal 7

Menteri menetapkan pemberian atau penolakan
permohonan sertifikat Akreditasi dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
permohonan diterima secara lengkap.

Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Dalam hal permohonan Akreditasi ditolak, Menteri
memberitahukan secara tertulis kepada pemohon
Akreditasi disertai dengan alasan penolakannya.

Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang.

Permohonan perpanjangan sertifikat Akreditasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling
lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum sertifikat
Akreditasi berakhir.

Pasal 8

Lembaga Sertifikasi yang telah terakreditasi dapat
mengajukan penambahan ruang lingkup Akreditasi,
dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. permohonan diajukan paling cepat 6 (enam) bulan
setelah diakreditasi dengan membuktikan unjuk kerja
yang sesuai dengan pedoman sistem manajemen mutu;

b. telah menerbitkan paling sedikit 6 (enam) sertifikat
sesuai dengan ruang lingkup Akreditasi yang dimiliki;
dan

c. melengkapi dokumen persyaratan teknis yang terkait
dengan tambahan ruang lingkup yang diajukan.

Permohonan penambahan ruang lingkup Akreditasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal.

Masa berlaku tambahan ruang lingkup Akreditasi sama
dengan masa berlakunya sertifikat Akreditasi.

Pasal 9

Direktur Jenderal melakukan Surveilen setiap tahun terhadap
Lembaga Inspeksi Teknik, Lembaga Sertifikasi Kompetensi,
dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang terakreditasi.

Pasal 10 ...
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Pasal 10

Untuk mendapatkan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (4), pemohon Akreditasi harus mengikuti
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri
yang mengatur mengenai Pedoman Akreditasi Lembaga
Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan
Sumber Daya Mineral.

Bagian Kedua
Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik

Paragraf 1

Sertifikasi Instalasi Penyediaan
Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
Tegangan Tinggi dan Tegangan Menengah

Pasal 11

(1) Setiap instalasi penyediaan tenaga listrik dan
pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan
menengah wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.

(2) Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik
terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1).

(3) Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Sertifikat Laik
Operasi untuk:

a. instalasi penyediaan tenaga listrik; dan

b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi
dan tegangan menengah yang tersambung dengan
instalasi penyediaan tenaga listrik,

yang memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik yang
diterbitkan oleh Menteri.

(4) Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Sertifikat Laik
Operasi untuk:

a. instalasi penyediaan tenaga listrik; dan

b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi
dan tegangan menengah yang tersambung dengan
instalasi penyediaan tenaga listrik,

yang memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik yang
diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota setelah
mendapat penugasan dari Gubernur/Bupati/Walikota
sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12 ...
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Pasal 12

Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi, pemegang
izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemilik instalasi
pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan
menengah, dan pemegang izin operasi mengajukan
permohonan  kepada  Lembaga  Inspeksi Teknik
terakreditasi dengan dilengkapi data sebagai berikut:

a. izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi,
atau identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga
listrik tegangan tinggi dan tegangan menengabh;

lokasi instalasi;

jenis dan kapasitas instalasi,

gambar instalasi dan tata letak;

diagram satu garis;

spesifikasi peralatan utama instalasi; dan

m oo Qo o

spesifikasi teknik dan standar yang digunakan.

Dalam mengajukan permohonan Sertifikat Laik Operasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik instalasi
pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan
menengah dapat mengajukan permohonan secara
bersamaan dengan penyambungan tenaga listrik kepada
pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Dalam hal permohonan Sertifikat Laik Operasi dan
penyambungan tenaga listrik dilakukan secara
bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka
waktu penerbitan Sertifikat Laik Operasi merupakan
bagian dari jangka waktu penyambungan tenaga listrik.

Pasal 13

Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi melakukan
pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik milik
pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemilik
instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan
tegangan menengah, dan pemegang izin operasi
berdasarkan mata uji sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Berdasarkan  hasil pemeriksaan dan  pengujian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Inspeksi
Teknik terakreditasi menerbitkan Sertifikat Laik Operasi
paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dipenuhinya
kesesuaian dengan persyaratan pemeriksaan dan
pengujian.

Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi menerbitkan
Sertifikat Laik Operasi dengan mengunakan format
sertifikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 14 ...
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Pasal 14

Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi pembangkit tenaga
listrik berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
dapat diperpanjang.

Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi transmisi tenaga
listrik, instalasi distribusi tenaga listrik, instalasi
pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, dan instalasi
pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah berlaku
untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat
diperpanjang.

Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi pembangkit tenaga
listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sertifikat
Laik Operasi untuk instalasi transmisi tenaga listrik,
instalasi distribusi tenaga listrik, instalasi pemanfaatan
tenaga listrik tegangan tinggi, dan instalasi pemanfaatan
tenaga listrik tegangan menengah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila terdapat
perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi
atau direlokasi.

Pasal 15

Dalam hal belum terdapat Lembaga Inspeksi Teknik
terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
pelaksanaan sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik
dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan
tegangan menengah dilakukan oleh Lembaga Inspeksi
Teknik yang telah mempunyai izin usaha jasa penunjang
tenaga listrik dan ditunjuk oleh:

a. Menteri untuk:

1. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang
izin usaha penyediaan tenaga listrik yang
diterbitkan oleh Menteri;

2. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan
tinggi dan tegangan menengah yang tersambung
pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik
pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik
yang diterbitkan oleh Menteri;

3. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang
izin operasi yang diterbitkan oleh Menteri.

b. Gubernur untuk:

1. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang
izin usaha penyediaan tenaga listrik yang
diterbitkan oleh Gubernur;

2. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan
tinggi dan tegangan menengah yang tersambung
pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik
pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik
yang diterbitkan oleh Gubernur;

3. instalasi ...
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3. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang
izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur.

c. Bupati/Walikota untuk:

1. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang
izin usaha penyediaan tenaga listrik yang
diterbitkan oleh Bupati/Walikota;

2. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan
tinggi dan tegangan menengah yang tersambung
pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik
pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik
yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;

3. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang
izin operasi yang diterbitkan oleh
Bupati/Walikota.

Tata cara untuk mendapatkan penunjukan Lembaga
Inspeksi Teknik oleh Gubernur atau Bupati/Walikota
diatur lebih lanjut oleh Gubernur atau Bupati/Walikota
sesuail dengan kewenangannya.

Pasal 16

Untuk  mendapatkan  penunjukan oleh  Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a,
Lembaga Inspeksi Teknik mengajukan permohonan
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan
memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:

a. akta pendirian badan usaha;

b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;

c. nomor pokok wajib pajak; dan

d. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

a. Sertifikat Badan Usaha;

b. struktur organisasi badan usaha;

Cc. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau
pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan
pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan
instalasi tenaga listrik;

d. Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh waktu
untuk setiap subbidang usaha;

€. tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh
waktu untuk setiap subbidang usaha;

f. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar
Nasional Indonesia;

g. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga
Listrik; dan

h. daftar ...
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h. daftar peralatan uji yang dimiliki dan/atau yang
disewa.

Permohonan penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik oleh
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan penilaian
terhadap permohonan penunjukan badan usaha sebagai
Lembaga Inspeksi Teknik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16.

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan keputusan
pemberian atau penolakan penunjukan badan usaha
sebagai Lembaga Inspeksi Teknik paling lama 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak permohonan diterima secara
lengkap.

Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu
paling lama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Dalam hal permohonan penunjukan Lembaga Inspeksi
Teknik ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis
kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

Pasal 18

Dalam hal sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik
dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan
tegangan menengah dilaksanakan oleh Lembaga Inspeksi
Teknik yang ditunjuk Menteri, Sertifikat Laik Operasi
ditetapkan oleh Menteri.

Pelaksanaan sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik
dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan
tegangan menengah yang dilaksanakan oleh Lembaga
Inspeksi Teknik yang ditunjuk Menteri dilakukan sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14.

Untuk mendapatkan penetapan Sertifikat Laik Operasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Inspeksi
Teknik yang ditunjuk mengajukan permohonan kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal dengan dilengkapi
persyaratan:

a. izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi,
atau perjanjian jual beli tenaga listrik antara
pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik
dengan pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik;

b. laporan ...
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b. laporan hasil pemeriksaan dan pengujian;

c. rancangan Sertifikat Laik Operasi.

Direktur  Jenderal melakukan evaluasi terhadap
permohonan  penetapan  Sertifikat Laik  Operasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Berdasarkan hasil evaluasi Direktur Jenderal
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri
menetapkan keputusan pemberian atau penolakan
penetapan Sertifikat Laik Operasi paling lama 4 (empat)
hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Dalam hal permohonan penetapan Sertifikat Laik Operasi
ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada
Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk disertai dengan
alasan penolakannya.

Paragraf 2

Sertifikasi Instalasi Pemanfaatan
Tenaga Listrik Tegangan Rendah

Pasal 19

Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah
wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.

Sertifikat Laik Operasi sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) diberikan oleh Lembaga Inspeksi Teknik
Tegangan Rendah yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20

Untuk mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19ayat (2), Lembaga Inspeksi Teknik
Tegangan Rendah mengajukan permohonan kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal dengan memenuhi
persyaratan administratif dan teknis.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:

a. akta pendirian badan usaha;

b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;

c. nomor pokok wajib pajak; dan

izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk
pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan
tenaga listrik tegangan rendah.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

a. memiliki ...
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a. memiliki kantor wilayah paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) dari jumlah provinsi di Indonesia yang tersebar
merata di bagian barat, bagian tengah, dan bagian
timur;

b. Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh
waktu;

c. tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh
waktu;

d. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau
pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan
pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan
instalasi pemanfaatan tenaga listrik;

e. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar
Nasional Indonesia;

f. pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian
instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
dan

g. daftar peralatan uji yang dimiliki.

(4) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal dengan menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

(1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan penilaian
kesesuaian terhadap permohonan penetapan badan
usaha sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan
Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan keputusan
pemberian atau penolakan permohonan penetapan
Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan
diterima secara lengkap.

(3) Penetapan Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk
Jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(4) Dalam hal permohonan ditolak, Menteri memberitahukan
secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan
penolakannya.

(5) Permohonan perpanjangan penetapan Lembaga Inspeksi
Teknik Tegangan Rendah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari
kalender sebelum surat penetapan berakhir.

Pasal 22 ...
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Pasal 22

Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi, pemilik
instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah
mengajukan permohonan kepada Lembaga Inspeksi
Teknik Tegangan Rendah yang ditetapkan oleh Menteri
dengan dilengkapi data sebagai berikut:

a. ldentitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik
tegangan rendah;

lokasi instalasi;

jenis dan kapasitas instalasi;

gambar instalasi yang dipasang; dan

o po o

peralatan yang dipasang.

Dalam mengajukan permohonan Sertifikat Laik Operasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik instalasi
pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dapat
mengajukan permohonan secara bersamaan dengan
penyambungan tenaga listrik kepada pemegang izin
usaha penyediaan tenaga listrik.

Dalam hal permohonan Sertifikat Laik Operasi dan
penyambungan tenaga listrik dilakukan secara
bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka
waktu penerbitan Sertifikat Laik Operasi merupakan
bagian dari jangka waktu penyambungan tenaga listrik.

Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah melakukan
pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga
listrik tegangan rendah berdasarkan mata uji
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini, paling lama 1 (satu) hari kerja sejak
permohonan diterima lengkap.

Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah menerbitkan
Sertifikat Laik Operasi paling lama 2 (dua) hari kerja
scjak dipenuhinya kesesuaian dengan persyaratan
pemeriksaan dan pengujian.

Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah menerbitkan
Sertifikat Laik Operasi dengan mengunakan format
sertifikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Sertifikat Laik Operasi instalasi pemanfaatan tenaga
listrik tegangan rendah berlaku untuk jangka waktu 15
(lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.

Sertifikat Laik Operasi instalasi pemanfaatan tenaga
listrik tegangan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) tidak berlaku apabila terdapat perubahan kapasitas,
perubahan instalasi, atau direkondisi.

Pasal 23 ...
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Pasal 23

Dalam hal di suatu daerah belum terdapat Lembaga
Inspeksi Teknik Tegangan Rendah yang ditetapkan oleh
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2),
pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat
melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tegangan
rendah.

Dalam hal di suatu daerah, Lembaga Inspeksi Teknik
Tegangan Rendah tidak dapat melakukan penerbitan
Sertifikat Laik Operasi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari
kerja, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik
dapat melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan
tegangan rendah.

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam
melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tegangan
rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
tidak dapat melimpahkan pelaksanaan sertifikasi
instalasi pemanfaatan tegangan rendah kepada badan
usaha lain.

Pelaksanaan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga
listrik tegangan rendah yang dilaksanakan oleh
pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan
sesual dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 24

Biaya sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan
rendah ditetapkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan
Rendah setelah mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Ketiga

Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

(1)

(2)

Pasal 25

Tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja pada usaha
ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi
yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi
terakreditasi.

Untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi, pemohon
mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga
Sertifikasi Kompetensi terakreditasi dengan melengkapi:

a. daftar riwayat hidup;
b. fotokopi ijazah pendidikan formal; dan

c. bidang, subbidang, dan level sertifikat yang dimohon.

(3) Permohonan ...
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(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga
listrik, pemegang izin operasi, atau pemegang izin usaha
jasa penunjang tenaga listrik.

Pasal 26

Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi secara tertulis
menyampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal
mengenai:

a. jadwal rencana pelaksanaan sertifikasi;
b. daftar peserta uji kompetensi;
c. daftar anggota Tim Asesor; dan

d. tempat uji kompetensi.
Pasal 27

(1) Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi melakukan
pengujian dan penilaian terhadap peserta uji kompetensi
yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dengan melakukan:

a. uji tulis;
b. yji lisan; dan

¢. uji observasi lapangan.

(2) Berdasarkan hasil pengujian dan penilaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sertifikasi Kompetensi
terakreditasi menetapkan keputusan kompeten atau
belum kompeten terhadap peserta uji kompetensi dalam
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak uji
kompetensi selesai dilaksanakan.

Pasal 28

(1) Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi
menerbitkan Sertifikat Kompetensi bagi peserta uji
kompetensi yang dinyatakan kompeten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dengan mengacu pada
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(2) Sertifikat Kompetensi berlaku untuk jangka waktu
selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Permohonan  perpanjangan  Sertifikat Kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling
lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum Sertifikat
Kompetensi habis masa berlakunya.

Pasal 29 ...
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Pasal 29

Dalam hal peserta uji kompetensi dinyatakan belum
kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(2), Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi
memberitahukan secara tertulis kepada pemohon
Sertifikat Kompetensi disertai dengan alasan
penolakannya.

Untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Peserta uji kompetensi
yang dinyatakan belum kompeten wajib mengikuti
pendidikan dan pelatihan sesuai dengan unit kompetensi
yang dimohon.

Pasal 30

Dalam hal belum terdapat Lembaga Sertifikasi
Kompetensi terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1), pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi
Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dilakukan oleh Lembaga
Sertifikasi Kompetensi yang telah mempunyai izin usaha
jasa penunjang tenaga listrik dan ditunjuk oleh:

a. Menteri, untuk melakukan Sertifikasi Tenaga Teknik
Ketenagalistrikan yang bekerja pada:

1. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik
yang diterbitkan oleh Menteri;

2. pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh
Menteri; atau

3. pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik
yang melakukan pekerjaan pada:

a) pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik
yang diterbitkan oleh Menteri;

b) pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh
Menteri;

c) instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan
tinggi dan tegangan menengah yang
tersambung pada instalasi penyediaan tenaga
listrik milik pemegang izin usaha penyediaan
tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri;
dan

d) instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan
rendah.

b. Gubernur, untuk melakukan Sertifikasi Tenaga Teknik
Ketenagalistrikan yang bekerja pada:

1. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik
yang diterbitkan oleh Gubernur;

2. pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh
Gubernur; atau

3. Pemegang ...
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3. pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik
yang melakukan pekerjaan pada:

a) pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik
yang diterbitkan oleh Gubernur;

b) pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh
Gubernur; dan

c) instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan
tinggi dan tegangan menengah yang
tersambung pada instalasi penyediaan tenaga
listrik milik pemegang izin usaha penyediaan
tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur.

c. Bupati/Walikota, untuk melakukan Sertifikasi Tenaga
Teknik Ketenagalistrikan yang bekerja pada:

1. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik
yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;

2. pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh
Bupati/Walikota; atau

3. pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik
yang melakukan pekerjaan pada:

a) pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik
yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;

b) pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh
Bupati/Walikota; dan

c) instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan
tinggi dan tegangan menengah yang
tersambung pada instalasi penyediaan tenaga
listrik milik pemegang izin usaha penyediaan
tenaga  listrik yang  diterbitkan  oleh
Bupati/Walikota.

Tata cara untuk mendapatkan penunjukan Lembaga
Sertifikasi Kompetensi oleh Gubernur atau
Bupati/Walikota diatur lebih lanjut oleh Gubernur atau
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 31

Untuk mendapatkan penunjukan Lembaga Sertifikasi
Kompetensi oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (1) huruf a, Lembaga Sertifikasi Kompetensi
harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui
Direktur Jenderal dengan memenuhi persyaratan
administratif dan teknis.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:
a. akta pendirian badan usaha;
b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
c. nomor pokok wajib pajak;
d. Sertifikat ...
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d. Sertifikat Badan Usaha; dan

e. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

a. struktur organisasi badan usaha;

b. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau
pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan
pelaksana jasa penunjang tenaga listrik lainnya,;

c. Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh waktu
untuk setiap subbidang usaha;

d. tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh
waktu untuk setiap subbidang usaha;

e. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar
Nasional Indonesia;

f. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga
Teknik Ketenagalistrikan; dan

g. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau yang
disewa.

Permohonan penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
Lembaga Sertifikasi Kompetensi dengan menggunakan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 32

Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan penilaian
terhadap permohonan penunjukan Badan Usaha sebagai
Lembaga Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31.

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan keputusan
pemberian atau penolakan penunjukan badan usaha
sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan
diterima secara lengkap.

Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk
jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat
diperpanjang.

Dalam hal permohonan ditolak, Menteri memberitahukan

secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan
penolakannya.

Pasal 33 ...
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Pasal 33

Dalam hal Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik
Ketenagalistrikan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi
Kompetensi yang ditunjuk Menteri, Sertifikat Kompetensi
ditetapkan oleh Menteri.

Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik
Ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh Lembaga
Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk Menteri dilakukan
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) dan
ayat (3), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29.

Untuk mendapatkan penetapan Sertifikat Kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga
Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk mengajukan
permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal
dengan memenuhi persyaratan:

a. laporan hasil pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi
Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; dan

b. rancangan Sertifikat Kompetensi.

Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap
permohonan penetapan Sertifikat Kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Berdasarkan hasil evaluasi Direktur Jenderal, Menteri
menetapkan keputusan pemberian atau penolakan
penetapan Sertifikat Kompetensi paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Dalam hal permohonan penetapan Sertifikat Kompetensi
ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada
Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk disertai
dengan alasan penolakannya.

Bagian Keempat

Sertifikasi Badan Usaha

Pasal 34

Usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk:

a. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga
listrik;

b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan
tenaga listrik;

c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
pengoperasian instalasi tenaga listrik;

pemeliharaan instalasi tenaga listrik;

f. Sertifikasi ...
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f. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik
ketenagalistrikan,

wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga
Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi pemegang izin usaha jasa penunjang
tenaga listrik yang merupakan lembaga di Kementerian
yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di
bidang ketenagalistrikan serta Sertifikasi Kompetensi
Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

Untuk memperoleh Sertifikat Badan Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha mengajukan
permohonan tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Badan
Usaha terakreditasi dengan memenuhi persyaratan
administratif dan teknis.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), meliputi:

a. akta pendirian badan usaha;

b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
c. nomor pokok wajib pajak; dan

d. neraca keuangan.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
meliputi:

a. Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh waktu
untuk setiap subbidang usaha;

b. tenaga teknik ketenagalistrikan yang bersertifikat
kompetensi dan bekerja penuh waktu untuk setiap
subbidang usaha;

c. surat penunjukan tenaga teknik ketenagalistrikan
sebagai pegawai tetap;

d. surat penunjukan Penanggung Jawab Teknik sebagai
pegawai tetap; dan

e. daftar riwayat hidup Penanggung Jawab Teknik dan
tenaga teknik ketenagalistrikan.

Pasal 35

Lembaga  Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi
melakukan evaluasi permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 dan melakukan penilaian kesesuaian
klasifikasi dan/atau kualifikasi usaha.

Lembaga  Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi
memberikan atau menolak penerbitan Sertifikat Badan
Usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kalender sejak
permohonan diterima secara lengkap.

Lembaga  Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi
menerbitkan Sertifikat Badan Usaha mengacu pada
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(4) Dalam ...



(4)

()

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

-23 .-

Dalam hal permohonan Sertifikat Badan Usaha ditolak,
Lembaga  Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi
memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai
dengan alasannya.

Sertifikat Badan Usaha berlaku untuk jangka waktu 5
(lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 36

Dalam hal belum terdapat Lembaga Sertifikasi Badan
Usaha terakreditasi, Sertifikat Badan Usaha ditetapkan
oleh Menteri.

Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha
harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan ayat
(4) dan mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal.

Direktur Jenderal melakukan evaluasi permohonan
Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan melakukan penilaian kesesuaian klasifikasi
dan/atau kualifikasi usaha.

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian kesesuaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri
memberikan atau menolak penerbitan Sertifikat Badan
Usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kalender sejak
permohonan diterima secara lengkap.

Dalam hal permohonan Sertifikat Badan Usaha ditolak,
Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon
disertai dengan alasannya.

Menteri menerbitkan Sertifikat Badan Usaha untuk
Jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kelima

Registrasi Sertifikat

Pasal 37

Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Badan Usaha
sebelum diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi
dan  Lembaga  Sertifikasi Badan Usaha wajib
mendapatkan nomor register dari Direktur Jenderal.

Sertifikat Laik Operasi kecuali Sertifikat Laik Operasi

tegangan rendah, sebelum diterbitkan oleh Lembaga
Inspeksi Teknik wajib mendapatkan nomor register dari:

a. Direktur ...
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a. Direktur Jenderal untuk:

1. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang
izin usaha penyediaan tenaga listrik yang
diterbitkan oleh Menteri;

2. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi
dan tegangan menengah yang tersambung pada
instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang
izin usaha penyediaan tenaga listrik yang
diterbitkan oleh Menteri;

3. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang
izin operasi yang diterbitkan oleh Menteri.

b. Gubernur untuk;

1. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang
izin usaha penyediaan tenaga listrik yang
diterbitkan oleh Gubernur;

2. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi
dan tegangan menengah yang tersambung pada
instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang
izin usaha penyediaan tenaga listrik yang
diterbitkan oleh Gubernur;

3. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang
izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur.

c. Bupati/Walikota untuk:

1. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang
izin usaha penyediaan tenaga listrik yang
diterbitkan oleh Bupati/Walikota;

2. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi
dan tegangan menengah yang tersambung pada
instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang
izin usaha penyediaan tenaga listrik yang
diterbitkan oleh Bupati/Walikota;

3. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang
izin operasi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

Untuk mendapatkan nomor register Sertifikat Badan
Usaha dan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Lembaga Sertifikasi Badan Usaha dan
Lembaga Sertifikasi Kompetensi mengajukan
permohonan registrasi kepada Direktur Jenderal dengan
dilengkapi:

a. laporan pelaksanaan sertifikasi; dan

b. rancangan sertifikat yang akan diregistrasi.

Untuk mendapatkan nomor register Sertifikat Laik
Operasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Lembaga
Inspeksi Teknik mengajukan permohonan registrasi
kepada Direktur Jenderal dengan dilengkapi:

a. izin ...
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a. izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi atau
perjanjian jual beli tenaga listrik antara pemegang
izin usaha penyediaan tenaga listrik dengan pemilik
instalasi pemanfaatan tenaga listrik;

b. laporan pelaksanaan sertifikasi; dan

¢. rancangan sertifikat yang akan diregistrasi.

(5) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap
permohonan nomor register sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4).

(6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), Direktur Jenderal memberikan atau menolak
permohonan nomor register paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak permohonan diterima secara lengkap.

(7) Dalam hal permohonan nomor register ditolak, Direktur
Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada
Lembaga Sertifikasi Badan Usaha, Lembaga Sertifikasi
Kompetensi atau Lembaga Inspeksi Teknik disertai
dengan alasan penolakannya.

Pasal 38

(1) Tata cara untuk mendapatkan nomor register oleh
Gubernur atau Bupati/Walikota diatur lebih lanjut oleh
Gubernur atau  Bupati/Walikota sesuai dengan
kewenangannya.

(2) Gubernur dan Bupati/Walikota wajib menyampaikan
laporan mengenai pelaksanaan registrasi Sertifikat Laik
Operasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap
6 (enam) bulan sekali.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 39

Pemegang sertifikat Akreditasi, pemegang surat penetapan
Menteri, dan pemegang surat penunjukan Menteri berhak
melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik
sesuai  dengan lingkup Akreditasi, penetapan, dan
penunjukan yang diberikan.

Pasal 40

(1) Setiap pemegang sertifikat Akreditasi, pemegang surat
penetapan  Menteri, dan pemegang surat penunjukan
Menteri, wajib:

a. memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang
baik;

b. memenuhi ...
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memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan
ketenagalistrikan;

menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

memberi ganti kerugian dalam hal badan usaha
menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat
pekerjaan yang dilakukannya; dan

memberikan laporan secara berkala setiap bulan
Januari kepada Menteri sesuai dengan format
sebagaimana tercantum pada Lampiran XII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(2) Setiap pemegang sertifikat Akreditasi, pemegang surat

(1)

(2)

penetapan Menteri, dan pemegang surat penunjukan
Menteri, dilarang memberikan jasa yang menimbulkan
konflik kepentingan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan
pengawasan terhadap badan wusaha jasa penunjang
tenaga listrik.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan terhadap:

a. pemenuhan persyaratan keteknikan;
b. pengutamaan produk dan potensi dalam negeri;
c. penggunaan tenaga kerja;

d. pemenuhan persyaratan kewajiban dalam Akreditasi,
sertifikasi, penetapan, dan penunjukan; dan

e. pemenuhan standar mutu pelayanan.

Dalam  melakukan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal
dapat:

a. melakukan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan; dan

b. melakukan pemeriksaan di lapangan.

BABV ...
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BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

Setiap pemegang sertifikat Akreditasi, pemegang surat
penetapan Menteri, dan pemegang surat penunjukan
Menteri yang melanggar ketentuan dalam Pasal 40,
dikenai sanksi administratif oleh Menteri.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:

a. teguran tertulis;
b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau

c. pencabutan sertifikat Akreditasi, surat penetapan,
atau surat penunjukan.

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

Dalam hal tertentu teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan hanya 1 (satu)
kali apabila kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik
yang dilakukan membahayakan keselamatan
ketenagalistrikan.

Dalam hal pemegang sertifikat Akreditasi, pemegang
surat penetapan Menteri, dan pemegang surat
penunjukan Menteri yang mendapat sanksi teguran
tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis
secbagaimana dimaksud pada ayat (3) belum
melaksanakan kewajibannya, Menteri memberikan
sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan.

Sanksi administratif berupa pencabutan, pemegang surat
penetapan Menteri, dan pemegang surat penunjukan
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dikenai kepada pemegang sertifikat Akreditasi atau
Lembaga Sertifikasi yang ditunjuk atau ditetapkan oleh
Menteri yang tidak melaksanakan kewajiban sampai
dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi
pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (6).

BAB VI ...
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Keputusan Menteri tentang penetapan sebagai Lembaga
Inspeksi Teknik Tegangan Rendah dan surat penunjukan
sebagai Lembaga Inspeksi Teknik yang telah dikeluarkan
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku
sampai masa berlakunya habis.

Sertifikat Akreditasi yang telah dikeluarkan sebelum

berlakunya Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu 1

(satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini wajib

disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

L.

Ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15 ayat (2),
dan Pasal 16 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus
2001 tentang  Standardisasi Kompetensi  Teknik
Ketenagalistrikan sebagaimana telah dua kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2011 (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 921);

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 1273 K/30/MEM/2002 tanggal 31 Juli 2002
tentang Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 20 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 922);

Ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11,
Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 15A, Pasal
18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun Tahun 2005
tanggal 29 Desember 2005 tentang  Instalasi
Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 046 Tahun 2006 tanggal 29 Agustus 2006,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45 ...
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Pasal 45
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 166

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

Wr-

Susyanto



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05 TAHUN 2014

TENTANG
TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
KETENAGALISTRIKAN

A. Format Permohonan Akreditasi Lembaga Inspeksi Teknik

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : sy e A
Lampiran
Hal : Permohonan Akreditasi Lembaga Inspeksi Teknik

Yang terhormat,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
JI. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 7-8
Jakarta 12950

Dengan ini kami mengajukan permohonan akreditasi untuk melakukan sertifikasi
instalasi tenaga listrik dan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi, dengan ruang lingkup :

I: bidang s SUDBIAEHE imsiiitan s srasns *)
2. bidatg .ovneasssamesiesre s subbidang ..........ccoccooeiiiiininnn, *
3. Bldang covasmrmenmans subbidang .........c.....ooiiinne, ]

Sebagai kelengkapan permohonan, kami sampaikan dokumen persyaratan, sebagai berikut:
1. Persyaratan administratif;

akta pendirian badan usaha;

. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;

nomor pokok wajib pajak; dan

izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk pemeriksaan dan pengujian instalasi
tenaga listrik.

a0 o

2. Persyaratan teknis:

a. sertifikat badan usaha;

b. struktur organisasi badan usaha;

c. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak
memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi
tenaga listrik;

d. penanggung jawab teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;

e. tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang
usaha,;

f. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia;

pedoman pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik; dan
. daftar peralatan uji yang dimiliki dan/atau yang disewa.

o 0

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Jabatan

tanda tangan, meterai, dan stempel

(Nama Lengkap)
Catatan :
*) disesuaikan




B.Format Permohonan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : SN . ) T
Lampiran
Hal : Permohonan Akreditasi

Lembaga Sertifikasi Kompetensi

Yang terhormat,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

J1. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.7-8 Kuningan, Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan akreditasi untuk melakukan sertifikasi
kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dan penerbitan sertifikat kompetensi, dengan
ruang lingkup :

1. bidang ........cooevvviiniiiiiniinnn. SUuBbIHanD. .. cosummmsmmmsmmsm i
2. bidang .......cccooviiiiiiiiiiii SEDDIAAIE .o ]
3. bidang ......c.coeiiiiiiiiiiiini, (=15 16] 0115 1232 1= R — i

Sebagai kelengkapan permohonan, kami sampaikan dokumen persyaratan, sebagai berikut:
1. Persyaratan administratif:

akta pendirian badan usaha;

penetapan badan usaha sebagai badan hukum;

nomor pokok wajib pajak; dan

izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk sertifikasi kompetensi tenaga teknik
ketenagalistrikan.

o g p

2. Persyaratan teknis:

a. sertifikat badan usaha;

b. struktur organisasi badan usaha;

c. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak
memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa penunjang tenaga listrik lainnya;

d. penanggung jawab teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;

e. tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang
usaha;

f. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia;

g. pedoman pelaksanaan sertifikasi kompentensi tenaga teknik ketenagalistrikan; dan
h. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau yang disewa.
Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Pemohon,
Jabatan
tanda tangan, meterai, dan stempel
(Nama Lengkap)
Catatan :

*) disesuaikan




C.Format Permohonan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha

KOP SURAT BADAN USAHA

Hal

Nomor
Lampiran

Yang terhormat,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

JI. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.7-8 Kuningan, Jakarta

badan usaha dan menerbitkan sertifikat badan usaha, dengan ruang lingkup

Sebagai kelengkapan permohonan, kami sampaikan dokumen persyaratan, sebagai berikut:
1. Persyaratan administratif;
a.
b.
G.
d.

2. Persyaratan teknis:
a.

b.

m o

kasih.

Catatan :
*) Sesuaikan dengan keperluan

: Permohonan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha

Dengan ini kami mengajukan permohonan akreditasi untuk melakukan sertifikasi

akta pendirian badan usaha;

penetapan badan usaha sebagai badan hukum;

nomor pokok wajib pajak; dan

izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk sertifikasi badan usaha.

struktur organisasi badan usaha;

memiliki paling sedikit 1 (satu) kantor wilayah yang masing-masing berada di
Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa
Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup akreditasinya pada jenis usaha konsultansi
dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik, pemeriksaan dan pengujian
instalasi tenaga listrik, pengoperasian instalasi tenaga listrik, pemeliharaan instalasi
tenaga listrik, atau sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan

memiliki kantor wilayah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah provinsi di
Indonesia yang tersebar merata di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur
untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup akreditasinya pada jenis
usaha pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
penanggung jawab auditor yang bekerja penuh waktu;

tenaga auditor Sertifikasi Badan Usaha yang bekerja penuh waktu;

dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia; dan

pedoman pelaksanaan sertifikasi badan usaha.

Demikian permohonan kami, atas perhatian bapak/ibu*) kami ucapkan terima
Pemohon,
Jabatan
tanda tangan, meterai, dan stempel

(Nama Lengkap)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK
Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala' Biro Hukum,
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2014
TENTANG

TATA CARA AKREDITASI

KETENAGALISTRIKAN

MATA UJI SERTIFIKASI

DAN

SERTIFIKASI

INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN PEMANFAATAN
TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI DAN TEGANGAN MENENGAH

A.MATA UJI LAIK OPERASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)
DAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR SKALA KECIL DAN

MENENGAH
No Mata Uji Baru Perpanjangan
1. | Pemeriksaan dokumen
a.  spesifikasi teknik peralatan utama \Y \
b. gambar diagram satu garis (single line diagram) \Y Vv
c. gambar tata letak (lay out) peralatan utama \% Vv
d. gambar tata letak pemadam kebakaran Y \%
e. gambar sistem pentanahan \% A%
i gambar instalasi listrik gedung pembangkit Vv A%
g sertifikat uji pabrik peralatan utama (sertifikat v v
produk)
h.  buku manual operasi Vv \%
; izin lingkungan dan dokumen lingkungan hidup v v
(AMDAL, UKL/UPL atau SPPL)
2. | Pemeriksaan desain
a. sistem pembumian \% -
b. tingkat hubung pendek (short circuit level) v -
c. pengaman elektrik \% -
d. pengaman mekanik \Y% -
e. sistem pengukuran elektrik dan mekanik Y -
f. koordinasi proteksi dengan sistem jaringan A%
g. jarak bebas (clearance distance) \%
h. jarak rambat (creepage distance) \Y
3. | Pemeriksaan Visual
a. peralatan utama
turbin dan alat bantunya A% A4
generator dan alat bantunya \% \%
transformator dan alat bantunya A% \%
b.  perlengkapan/alat pemadam kebakaran Vv Vv
c. perlengkapan/peralatan K3 Vv \Y
d. sistem pembumian \% A"
e. sistem catu daya AC dan DC A% \%
f. sistem instrumen dan kontrol \% A%
g sistem minyak pelumas Vv Y




No Mata Uji Baru Perpanjangan
4. | Evaluasi hasil uji komisioning
a. peralatan utama \ Vv
- turbin dan perlengkapannya v \%
- generator dan perlengkapannya \% A%
- transformator dan perlengkapannya \% V
b.  pengujian sistem pemadam kebakaran \% Vv
(23 pengukuran resistance pembumian \% \Y
d. pengujian proteksi mekanikal dan elektrikal \% Vv
e. pengujian fungsi catu daya AC dan DC \% Vv
f. pengujian sistem minyak pelumas \% \%
pengukuran tahanan isolasi masing-masing
& peralatan ¥ ¥
h.  pengujian unjuk kerja peralatan pembantu \'% Y
i pengujian subsistem
- pengujian sequential interlock \'% \Y
- pengujian proteksi \% \Y
- pengujian kontrol elektrik/pneumatik A% \%
- pengujian jalan subsistem A" \%
5. | Pengujian Sistem
a. uji tanpa beban (no load test) \'% A%
b.  uji sinkronisasi dengan jaringan Y, -
c. uji pembebananl A% \Y%
d. uji kapasitas v A%
e.  ujilepas beban pada beban nominal (100%)2) Y -
£ uji keandalan pembangkit 3) Y Vv
6. | Pemeriksaan Dampak Lingkungan
a. tingkat kebisingan \% \%
b. emisi gas buang \Y \'%
c. pengelolaan limbah Y v
7. | Pemeriksaan Proteksi Katodik
a tingkat korosif 1% A%
b pengelolaan sistem katodik Vv Y
Catatan:
1)  untuk unit baru pada beban 50%, 75%, 100% dan untuk unit lama sampai dengan beban
maksimum yang dapat dicapai.
2) apabila sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100% dari kapasitas pembangkit maka
harus ada surat pernyataan dari:
a. pengatur sistem yang menyatakan sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100%;
b. ﬁggril{an yang menyatakan turbin dan generator beroperasi aman jika terjadi lepas
beban sampai dengan 100%.
3)  untuk unit baru selama 72 jam dan untuk unit lama selama 24 jam dengan beban 80%

s.d. 100% dari daya mampu.




B. MATA UJI LAIK OPERASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL
(PLTD)

No Mata Uji Baru Perpanjangan
1. | Pemeriksaan dokumen
a. spesifikasi teknik peralatan utama Y Vv
b. gambar diagram satu garis (single line diagram) \% A
c. gambar tata letak (lay out) peralatan utama \% \%
d. gambar tata letak pemadam kebakaran Vv Vv
e. gambar sistem pentanahan Y Y
f.  gambar instalasi listrik gedung pembangkit \% A
sertifikat uji pabrik peralatan utama v v
(sertifikat produk)
buku manual operasi A% A%
i izin lingkungan dan dokumen lingkungan hidup v v
(AMDAL, UKL/UPL atau SPPL)
2. | Pemeriksaan desain
a. sistem pembumian Y -
b. tingkat hubung pendek (short circuit level) Y -
c. pengaman elektrik \Y% -
d. pengaman mekanik \% -
e. sistem pengukuran elektrik dan mekanik Vv -
f.  koordinasi proteksi dengan sistem jaringan Vv -
g. jarak bebas (clearance distance) \Y% -
h. jarak rambat (creepage distance) Vv -
3. | Pemeriksaan Visual
a. peralatan utama
- mesin diesel dan alat bantunya \% \%
- generator dan alat bantunya v Vv
- transformator dan alat bantunya \% \Y
b. perlengkapan/alat pemadam kebakaran A% Y
c. perlengkapan/peralatan K3 \'% Vv
d. sistem pembumian \Y% \Y
e. sistem catu daya AC dan DC \' v
f.  sistem instrumen dan kontrol Y v
g. sistem minyak pelumas \% v
h. sistem air pendingin \% \%
4. | Evaluasi hasil uji komisioning
a. peralatan utama \% v
- turbin dan perlengkapannya \% \Y
- generator dan perlengkapannya A% \%
- transformator dan perlengkapannya \'% \'%
b. pengujian sistem pemadam kebakaran v v
c. pengukuran resistance pembumian A% A
d. pengujian proteksi mekanikal dan elektrikal \'% \%
e. pengujian fungsi catu daya AC dan DC v A%
f.  pengujian sistem minyak pelumas Vv Vv
pengukuran tahanan isolasi masing-masing v v
peralatan
h. pengujian unjuk kerja peralatan pembantu v A%




No Mata Uji Baru Perpanjangan
i.  pengujian subsistem
- pengujian sequential interlock \% \%
- pengujian proteksi \% \Y%
- pengujian kontrol elektrik/pneumatik Vv Vv
- pengujian jalan subsistem \% Vv
5. | Pengujian Sistem
uji tanpa beban (no load test) \% A%
b. uji sinkronisasi dengan jaringan \% -
c. uji pembebanan! \% \Y%
d. uji kapasitas Vv v
e. ujilepas beban pada beban nominal (100%)2) Vv -
f.  uji keandalan pembangkit 3 Vv \'%
6. | Pemeriksaan Dampak Lingkungan
a. tingkat kebisingan Vv \%
b. emisi gas buang \% v
c. pengelolaan limbah Vv \%
7. | Pemeriksaan Proteksi Katodik
a. tingkat korosif Vv v
b. pengelolaan sistem katodik Vv \%
Catatan:
1) untuk unit baru pada beban 50%, 75%, 100% dan untuk unit lama sampai dengan beban
maksimum yang dapat dicapai.
2) apabila sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100% dari kapasitas pembangkit maka
harus ada surat pernyataan dari:
a. pengatur sistem yang menyatakan sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100%;
dan
b. pabrikan yang menyatakan turbin dan generator beroperasi aman jika terjadi lepas
beban sampai dengan 100%.
3)  untuk unit baru selama 72 jam dan untuk unit lama selama 24 jam dengan beban 80% s.d.

100% dari daya mampu.




C. MATA UJI LAIK OPERASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)

No Mata Uji Baru Perpanjangan
1. | Pemeriksaan dokumen
a. spesifikasi teknik peralatan utama Vv \'%
b. gambar diagram satu garis (single line diagram) \% v
c. gambar tata letak (lay out) peralatan utama \Y A%
d. gambar tata letak pemadam kebakaran Vv v
e. gambar sistem pentanahan Y A%
f.  gambar instalasi listrik gedung pembangkit Y A%
sertifikat uji pabrik peralatan utama
& (sertifikat produk) v v
h. buku manual operasi A% A%
i izin lingkungan dan dokumen lingkungan hidup v v
(AMDAL, UKL/UPL atau SPPL)
2. | Pemeriksaan desain
a. sistem pembumian v -
b. tingkat hubung pendek (short circuit level) Y -
c. pengaman elektrik \Y -
d. pengaman mekanik \% -
e. sistem pengukuran elektrik dan mekanik \% -
f.  koordinasi proteksi dengan sistem jaringan Y -
g. jarak bebas (clearance distance) \Y -
h. jarak rambat (creepage distance) Y -
3. | Pemeriksaan Visual
a. peralatan utama
- kompresor dan alat bantunya Vv A"
- turbin dan alat bantunya \% \%
- generator dan alat bantunya A% \%
- transformator dan alat bantunya \' A
b. perlengkapan/alat pemadam kebakaran \'% \%
c. perlengkapan/peralatan K3 v \Y%
d. sistem pembumian \% \%
e. sistem catu daya AC dan DC \% A%
f.  sistem instrumen dan kontrol \% Y
g.  sistem udara pembakaran dan gas buang v A%
h. sistem minyak pelumas \'% \%
i.  sistem bahan bakar Y \%
i sistem air pendingin \Y \%
4. | Evaluasi hasil uji komisioning
a. peralatan utama \% \'%
- kompresor dan alat bantunya Vv \Y
- turbin dan alat bantunya A% Vv
- generator dan alat bantunya A% \'%
- transformator dan alat bantunya \% v
b. pengujian sistem pemadam kebakaran \% \%
pengukuran resistans pembumian v v
pengujian proteksi mekanikal dan elektrikal Y \Y
e. pengujian fungsi catu daya AC dan DC \% v




No Mata Uji Baru Perpanjangan
f.  pengujian sistem minyak pelumas Vv \'%
pengukuran tahanan isolasi masing-masing v v
peralatan
pengujian unjuk kerja peralatan pembantu Vv \%
i; pengujian sub sistem
- pengujian sequential interlock \% \%
- pengujian proteksi \% \%
- pengujian kontrol elektrik/pneumatik \Y \%
- pengujian jalan subsistem Y \%
5. | Pengujian Sistem
a. uji tanpa beban (no load test) Y A
b.  uji sinkronisasi dengan jaringan Vv -
c. uji pembebanan! \' A"
d. uji kapasitas Y v
e. uji lepas beban pada beban nominal (100%)2) Y -
f.  uji keandalan pembangkit 3 Vv \%
6. | Pemeriksaan Dampak Lingkungan
a. tingkat kebisingan \% A%
b. emisi gas buang Vv \%
c. pengelolaan limbah Vv \%
7. | Pemeriksaan Proteksi Katodik
a. tingkat korosif \% \%
b. pengelolaan sistem katodik Vv Y
Catatan:
1) untulf unit baru pada bepan 5_0%, 75%, 100% dan untuk unit lama sampai dengan beban
maksimum yang dapat dicapai.
2) apabila sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100% dari kapasitas pembangkit
maka harus ada surat pernyataan dari:
a. pengatur sistem yang menyatakan sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100%;
b. izgrikan yang menyatakan turbin dan generator beroperasi aman jika terjadi lepas
beban sampai dengan 100%.
3) untuk unit baru selama 72 jam dan untuk unit lama selama 24 jam dengan beban 80%

s.d. 100% dari daya mampu.




D. MATA UJI LAIK OPERASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS UAP

(PLTGU)
No Mata Uji Baru Perpanjangan
1. | Pemeriksaan dokumen
a. spesifikasi teknik peralatan utama A Vv
b. gambar diagram satu garis (single line diagram) \Y% \%
c. gambar tata letak (lay out) peralatan utama Vv Y
d. gambar tata letak pemadam kebakaran \4 Vv
e. gambar sistem pentanahan \% \Y%
f.  gambar instalasi listrik gedung pembangkit v \%
g. sertifikat uji pabrik peralatan utama v v
(sertifikat produk)
h.  buku manual operasi A% \%
i.  izin lingkungan dan dokumen lingkungan hidup v v
(AMDAL, UKL/UPL atau SPPL)
2. | Pemeriksaan desain
a. sistem pembumian A% -
b. tingkat hubung pendek (short circuit level) \% -
c. pengaman elektrik v -
d. pengaman mekanik \% -
e. sistem pengukuran elektrik dan mekanik \% -
f.  koordinasi proteksi dengan sistem jaringan A% -
g. jarak bebas (clearance distance) \% -
h. jarak rambat (creepage distance) \'% -
3. | Pemeriksaan Visual
a. peralatan utama
- HRSG dan alat bantunya \% A%
- turbin dan alat bantunya \Y% A%
- generator dan alat bantunya Y \%
- transformator dan alat bantunya \ Vv
b. perlengkapan/alat pemadam kebakaran \Y Vv
c. perlengkapan/peralatan K3 \% A%
d. sistem pembumian v A%
e. sistem catu daya AC dan DC Vv \%
f.  sistem instrumen dan kontrol Y \%
g. sistem udara pembakaran dan gas buang Vv A%
h. sistem minyak pelumas \Y% \%
i.  sistem air pendingin dan air HRSG \% Vv
j.  sistem uap A4 \Y%
4. | Evaluasi hasil uji komisioning
a. peralatan utama \'% A%
- HRSG dan alat bantunya \Y A%
- turbin dan alat bantunya v A%
- generator dan alat bantunya Vv A4
- transformator dan alat bantunya A% A%
b. pengujian sistem pemadam kebakaran A% \%
c. pengukuran resistance pembumian A% \Y
d. pengujian proteksi mekanikal dan elektrikal A% \%




No Mata Uji Baru Perpanjangan
e. pengujian fungsi catu daya AC dan DC \% \Y
f.  pengujian sistem minyak pelumas \% Y
pengukuran tahanan isolasi masing-masing v v
peralatan
pengujian unjuk kerja peralatan pembantu Vv \'
i.  pengujian subsistem
- pengujian sequential interlock Y A
- pengujian proteksi \% \%
- pengujian kontrol elektrik/pneumatik Y \Y%
- pengujian jalan subsistem Y Vv
5. | Pengujian Sistem
a. uji tanpa beban (no load test) A% \Y%
b. uji sinkronisasi dengan jaringan \% -
c. uji pembebanan!) A% \Y%
d. uji kapasitas v \Y%
e. ujilepas beban pada beban nominal (100%)2) \% -
f.  uji keandalan pembangkit 3 \% Y
6. | Pemeriksaan Dampak Lingkungan
a. tingkat kebisingan A Vv
b. emisi gas buang A% \%
c. pengelolaan limbah Y \%
7. | Pemeriksaan Proteksi Katodik
a. tingkat korosif \Y% \%
b. pengelolaan sistem katodik \Y Y
Catatan:
1) untuk unit -baru pada beban 50%, 75%, 100% dan untuk unit lama sampai dengan
beban maksimum yang dapat dicapai.
2) apabila sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100% dari kapasitas pembangkit
maka harus ada surat pernyataan dari:
a. pengatur sistem yang menyatakan sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100%;
b. ;d):rblrikan yang menyatakan turbin dan generator beroperasi aman jika terjadi lepas
beban sampai dengan 100%.
3) untuk unit baru selama 72 jam dan untuk unit lama selama 24 jam dengan beban 80%

s.d. 100% dari daya mampu.




E. MATA UJI LAIK OPERASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)

No Mata Uji Baru Lama
1. | Pemeriksaan dokumen
a. spesifikasi teknik peralatan utama \Y \Y
b. gambar diagram satu garis (single line diagram) A% v
c. gambar tata letak (lay out) peralatan utama \% v
d. gambar tata letak pemadam kebakaran A% \Y%
e. gambar sistem pentanahan v Y
f.  gambar instalasi listrik gedung pembangkit Vv A%
sertifikat uji pabrik peralatan utama (sertifikat
produk) i v
h. buku manual operasi \% \Y
0 izin lingkungan dan dokumen lingkungan hidup v v
(AMDAL, UKL/UPL atau SPPL)
2. | Pemeriksaan desain
a. sistem pembumian \Y -
b. tingkat hubung pendek (short circuit level) \% -
c. pengaman elektrik \% -
d. pengaman mekanik v -
sistem pengukuran elektrik dan mekanik \% -
f.  koordinasi proteksi dengan sistem jaringan Y -
g. jarak bebas (clearance distance) \Y -
h. jarak rambat (creepage distance) Vv -
3. | Pemeriksaan Visual
a. peralatan utama
- modul surya dan alat bantunya Y A
- inverter dan alat bantunya A7) A%
- baterai (jika ada) Y \Y
- transformator (jika ada) \% \Y%
b. perlengkapan/alat pemadam kebakaran \Y% Y,
c. perlengkapan/peralatan K3 A% \Y
d. sistem pembumian A% \Y%
e. sistem catu daya AC dan DC A% v
f.  sistem instrumen dan kontrol \% A
4. | Evaluasi hasil uji komisioning
a. peralatan utama \% \%
- modul surya dan alat bantunya \Y% Y,
- inverter dan alat bantunya Vv A
- baterai (jika ada) Vv Y
- transformator (jika ada) v \Y%
b. pengujian sistem pemadam kebakaran v \%
c. pengukuran resistans pembumian A% A%
d. pengujian proteksi mekanikal dan elektrikal A% v
e. pengujian fungsi catu daya AC dan DC A% \
pengujian sistem minyak pelumas \'4 Vv
pengukuran tahanan isolasi masing-masing
& peralatan ¥ v
h. pengujian unjuk kerja peralatan pembantu Y A%
i. pengujian subsistem




- T

No Mata Uji Baru Lama
- pengujian sequential interlock \Y% \Y%
- pengujian proteksi \Y% \%
- pengujian kontrol elektrik/pneumatik \Y% \Y%
- pengujian jalan subsistemn \Y% Y
5. | Pengujian sistem
a. uji sinkronisasi dengan jaringan (jika ada) \% -
b. uji kapasitas \Y% \Y%
c. uji keandalan ! \% v

Catatan:
1) untuk unit baru selama 72 jam dan untuk unit lama selama 24 jam dengan beban 80%
s.d. 100% dari daya mampu.
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F. MATA UJI LAIK OPERASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI
(PLTP)

No Mata Uji Baru Perpanjangan
1. | Pemeriksaan dokumen
a. spesifikasi teknik peralatan utama A% Vv
b. gambar diagram satu garis (single line diagram) A% N
c. gambar tata letak (lay out) peralatan utama A% \%
d. gambar tata letak pemadam kebakaran \% \%
e. gambar sistem pentanahan \% A%
f.  gambar instalasi listrik gedung pembangkit A% v
sertifikat uji pabrik peralatan utama
&  (sertifikat produk) i Al
h. buku manual operasi \% Vv
P izin lingkungan dan dokumen lingkungan hidup v v
(AMDAL, UKL/UPL atau SPPL)
2. | Pemeriksaan desain
a. sistem pembumian Vv -
b. tingkat hubung pendek (short circuit level) \% -
c. pengaman elektrik A4 -
d. pengaman mekanik v -
e. sistem pengukuran elektrik dan mekanik A% -
f.  koordinasi proteksi dengan sistem jaringan A% -
g. jarak bebas (clearance distance) A4 -
h. jarak rambat (creepage distance) \'% -
3. | Pemeriksaan Visual
a. peralatan utama
- menara pendingin dan alat bantunya \% A%
- turbin dan alat bantunya \% A%
- generator dan alat bantunya A% \%
- transformator dan alat bantunya \% \%
b. perlengkapan/alat pemadam kebakaran Vv \Y
c. perlengkapan/peralatan K3 \' Vv
d. sistem pembumian v v
e. sistem catu daya AC dan DC \% A%
f.  sistem instrumen dan kontrol A% v
g. sistem udara pembakaran dan gas buang Y v
h. sistem minyak pelumas Y A%
i.  sistem air pendingin v \%
4. | Evaluasi hasil uji komisioning
a. peralatan utama Vv A
- menara pendingin dan alat bantunya \% Y
- turbin dan alat bantunya A% \%
- generator dan alat bantunya A% v
- transformator dan alat bantunya \% A%
b. pengujian sistem pemadam kebakaran Vv A%
c. pengukuran resistance pembumian \'% A%
d. pengujian proteksi mekanikal dan elektrikal v A%
e. pengujian fungsi catu daya AC dan DC A% \%
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No Mata Uji Baru Perpanjangan
f.  pengujian sistem minyak pelumas Y \%
pengukuran tahanan isolasi masing-masing v v
peralatan
pengujian unjuk kerja peralatan pembantu Y v
. pengujian subsistem
- pengujian sequential interlock \'% v
- pengujian proteksi \Y% \%
- pengujian kontrol elektrik/pneumatik \% A%
- pengujian jalan subsistem \ v
ol Pengujian Sistem
a. uji tanpa beban (no load test) v v
b.  uji sinkronisasi dengan jaringan \% -
c. uji pembebanan! Vv \%
d. uji kapasitas \Y% A%
e. uji lepas beban pada beban nominal (100%)2 Y -
f.  uji keandalan pembangkit 3) Y \%
6. | Pemeriksaan Dampak Lingkungan
a. tingkat kebisingan A% v
b.  emisi H2S A \%
c. pengelolaan limbah Y v
7. | Pemeriksaan Proteksi Katodik
a. tingkat korosif \% Vv
b. pengelolaan sistem katodik Y \%
Catatan:
1) untuk unit baru pada beban 50%, 75%, 100% dan untuk unit lama sampai dengan
beban maksimum yang dapat dicapai.
2) apabila sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100% dari kapasitas pembangkit
maka harus ada surat pernyataan dari:
a. pengatur sistem yang menyatakan sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100%;
b. s:gﬁkan yang menyatakan turbin dan generator beroperasi aman jika terjadi lepas
beban sampai dengan 100%.
3)  untuk unit baru selama 72 jam dan untuk unit lama selama 24 jam dengan beban 80%

s.d. 100% dari daya mampu.




.

G. MATA UJI LAIK OPERASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)

No

Mata Uji

Baru

Perpanjangan

Pemeriksaan dokumen

a. spesifikasi teknik peralatan utama

=)

gambar diagram satu garis (single line diagram)

gambar tata letak (lay out) peralatan utama

gambar tata letak pemadam kebakaran

gambar sistem pentanahan

mle oo

gambar instalasi listrik gedung pembangkit

sertifikat uji pabrik peralatan utama (sertifikat
produk)

o

h. buku manual operasi

izin lingkungan dan dokumen lingkungan hidup
(AMDAL, UKL/UPL atau SPPL)

= (= = [|l9E|<E]a]=

= <=l 8 2|2 <SS

Pemeriksaan desain

a. sistem pembumian

tingkat hubung pendek (short circuit level)

pengaman elektrik

ale o

pengaman mekanik

sistem pengukuran elektrik dan mekanik

koordinasi proteksi dengan sistem jaringan

jarak bebas (clearance distance)

5l || o

jarak rambat (creepage distance)

Sl =R|<E]|=

Pemeriksaan Visual

a. peralatan utama

- boiler dan alat bantunya

- turbin dan alat bantunya

- generator dan alat bantunya

- transformator dan alat bantunya

o

perlengkapan/alat pemadam kebakaran

perlengkapan/peralatan K3

sistem pembumian

sistem catu daya AC dan DC

sistem instrumen dan kontrol

sistem udara pembakaran dan gas buang

5 le(~ofa|e

sistem minyak pelumas

-

sistem air pendingin dan air boiler

sistem uap

—.

g9 ||| g|g| Q=g

< || < el [ gl e e et el e ||

Evaluasi hasil uji komisioning

a. peralatan utama

- boiler dan alat bantunya

- turbin dan alat bantunya

- generator dan alat bantunya

- transformator dan alat bantunya

pengujian sistem pemadam kebakaran

pengukuran resistance pembumian

ae|o

pengujian proteksi mekanikal dan elektrikal

@

pengujian fungsi catu daya AC dan DC

Sji<|<s|g|<|<|<|<g]|=<

L | |<S]|€l<=E <L g)=
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No Mata Uji Baru Perpanjangan
f. pengujian sistem minyak pelumas A \Y
pengukuran tahanan isolasi masing-masing v v
peralatan
pengujian unjuk kerja peralatan pembantu A% A%
1.  pengujian subsistem
- pengujian sequential interlock \' v
- pengujian proteksi \% \%
- pengujian kontrol elektrik/pneumatik A Vv
- pengujian jalan subsistem Vv Y
5. | Pengujian Sistem
a. uji tanpa beban (no load test) v \Y
b. uji sinkronisasi dengan jaringan v -
c. uji pembebanant \'% \Y
d. uji kapasitas \Y% \%
e. uji lepas beban pada beban nominal (100%)2) v -
f.  uji keandalan pembangkit 3) N \%
6. | Pemeriksaan Dampak Lingkungan
a. tingkat kebisingan A" \Y%
b. emisi H2S A% \Y
c. pengelolaan limbah v A%
7. | Pemeriksaan Proteksi Katodik
a. tingkat korosif \% \Y%
b. pengelolaan sistem katodik \% Vv
Catatan:
1) untuk unit baru pada beban 50%, 75%, 100% dan untuk unit lama sampai dengan
beban maksimum yang dapat dicapai.
2) apabila sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100% dari kapasitas pembangkit
maka harus ada surat pernyataan dari:
a. pengatur sistem yang menyatakan sistem tidak mampu untuk uji lepas beban
100%; dan
b. pabrikan yang menyatakan turbin dan generator beroperasi aman jika terjadi lepas
beban sampai dengan 100%.
3) untuk unit baru selama 72 jam dan untuk unit lama selama 24 jam dengan beban 80%

s.d. 100% dari daya mampu.
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H. MATA UJI LAIK OPERASI PEMBANGKIT LAINNYA

No Mata Uji Baru Perpanjangan

1. | Pemeriksaan dokumen

a. spesifikasi teknik peralatan utama

o

gambar diagram satu garis (single line diagram)

gambar tata letak (lay out) peralatan utama

alo

gambar tata letak pemadam kebakaran

&

gambar sistem pentanahan

g

gambar instalasi listrik gedung pembangkit

sertifikat uji pabrik peralatan utama
(sertifikat produk)

o | m

buku manual operasi

< | < = [=]2 ][5 =]< |
< || < |<2|5]=| <5<

izin lingkungan dan dokumen lingkungan hidup
(AMDAL, UKL/UPL atau SPPL)

-

2. | Pemeriksaan desain

a. sistem pembumian

tingkat hubung pendek (short circuit level)

b
c. pengaman elektrik
d

pengaman mekanik

sistem pengukuran elektrik dan mekanik

koordinasi proteksi dengan sistem jaringan

jarak bebas (clearance distance)

S |ld|l<€ <€ |9 <=

glm |

. jarak rambat (creepage distance)

3. Pemeriksaan Visual

a. peralatan utama

- turbin dan alat bantunya

- generator dan alat bantunya

- transformator dan alat bantunya

perlengkapan/alat pemadam kebakaran

perlengkapan/peralatan K3

sistem pembumian

sistem catu daya AC dan DC

sistem instrumen dan kontrol

sistem bahan bakar

slw|=lo|alo |
o = ] = | | <L) = =
glalelale|e|2le|<|e

sistem pendingin

4. | Evaluasi hasil uji komisioning

a. peralatan utama

- turbin dan alat bantunya

- generator dan alat bantunya

- transformator dan alat bantunya

pengujian sistem pemadam kebakaran

pengukuran resistance pembumian

alo|o

pengujian proteksi mekanikal dan elektrikal

o

pengujian fungsi catu daya AC dan DC

L]

pengujian sistem minyak pelumas

pengukuran tahanan isolasi masing-masing
peralatan

dl= [d«d|d|g|<d|=2|d|=g]|=<
< w0 (Hijw|= @ Lgg] g =

pengujian unjuk kerja peralatan pembantu

i. pengujian subsistem
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No Mata Uji Baru Perpanjangan
- pengujian sequential interlock \% A%
- pengujian proteksi A% v
- pengujian kontrol elektrik/pneumatik \% v
- pengujian jalan subsistem Vv A%
5. | Pengujian Sistem
a. uji tanpa beban (no load test) \Y% v
b. uji sinkronisasi dengan jaringan Y -
c. uji pembebananl) \Y% A%
d. uji kapasitas \Y% A%
e. uji lepas beban pada beban nominal (100%)2) \% -
f. uji keandalan pembangkit 3) \Y \%
6. | Pemeriksaan Dampak Lingkungan
a. tingkat kebisingan A \%
b. emisi H2S \% \%
c. pengelolaan limbah Vv v
7. | Pemeriksaan Proteksi Katodik
a. tingkat korosif \% \Y
b. pengelolaan sistem katodik Vv Vv
Catatan:
1) untuk unit baru pada beban 50%, 75%, 100% dan untuk unit lama sampai dengan
beban maksimum yang dapat dicapai.
2) apabila sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100% dari kapasitas pembangkit
maka harus ada surat pernyataan dari:
a. pengatur sistem yang menyatakan sistem tidak mampu untuk uji lepas beban
100%; dan
b. pabrikan yang menyatakan turbin dan generator beroperasi aman jika terjadi lepas
beban sampai dengan 100%.
3) untuk unit baru selama 72 jam dan untuk unit lama selama 24 jam dengan beban

80% s.d. 100% dari daya mampu.
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I. MATA UJI LAIK OPERASI TRANSMISI SALURAN UDARA TEGANGAN
TINGGI DAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI

No Mata Uji Baru Perpanjangan
1. | Pemeriksaan dokumen
a. spesifikasi teknik material peralatan utama Vv A
b. gambar diagram satu garis (single line diagram ) Vv A
c. gambar tata letak (lay out) peralatan utama \% \Y
d. gambar as built line profile Vv \
e. gambar sistem pentanahan V Vv
f. gambar ruang bebas \Y% v
sertifikasi hasil uji pabrik peralatan utama
g (sertifikat produk) ¥ M
h izin lingkungan dan dokumen lingkungan hidup v v
(AMDAL, UKL/UPL atau SPPL)
2. | Pemeriksaan desain
a. konstruksi A -
b. sistem pembumian \% -
c. tingkat hubung pendek (short circuit level) \'%
d. tanduk busur (arcing horn) \% -
g. jarak bebas (clearance distance) A% -
h. jarak rambat (creepage distance) Y -
3. | Pemeriksaan Visual dan Pengujian
a. Pemeriksaan Visual
- pemasangan perlengkapan menara (isolator,
vil_)ration damper, protection_rod, suspent:.'on clam, v v
Midspan joint, socket clevis, ball clavis, yoke,
arching horn, arrester)
-andongan A v
-ruang bebas v \Y
-jarak antar kawat dan instalasi di dekatnya Vv \Y
-perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K3) Vv \Y
4. | Evaluasi hasil uji (Komisioning)
a. pengukuran tahanan isolasi transmisi A% A%
b. pengukuran tahanan pembumian A" \%
c. pengukuran ruang bebas A4 A%
d. pengujian fungsi peralatan proteksi dan kontrol \% \Y
e. pengukuran tahanan tower \% Vv
b, Pengujian
a. pemberian tegangan Vv Vv
- pengukuran korona \Y% A
- pengukuran medan listrik Y \Y
- pengukuran medan magnet A% A%
b. uji pembebanan v \Y
- pengukuran suhu setelah berbeban A% \Y
- pengukuran korona setelah berbeban \% Y
- pengukuran medan listrik setelah berbeban A% \%
- pengukuran medan magnet setelah berbeban A4 \Y%
6. | Pemeriksaan dampak lingkungan




o;

s 1B =

No

Mata Uji

Baru

Perpanjangan

a. tingkat kebisingan

\Y

MATA UJI LAIK OPERASI LINE BAY

No

Mata Uji

Baru

Perpanjangan

Pemeriksaan dokumen

spesifikasi teknik peralatan utama

gambar diagram satu garis (single line diagram)

gambar tata letak (lay out) peralatan utama

gambar as built line profile

gambar sistem pentanahan

mlelalo|o|e

gambar jarak bebas

sertifikasi hasil uji pabrik peralatan utama
(sertifikat produk)

®

< [Sl<]|2l<|<|<

izin lingkungan dan dokumen lingkungan hidup
(AMDAL, UKL/UPL atau SPPL)

1.  gambar tata letak (lay out) peralatan utama

o

|l < | < < |< =< |=<|<

Pemeriksaan desain

sistem pembumian

2l

konstruksi

sistem pembumian

a|o

tingkat hubung pendek (short circuit level)

pengaman elektrik

sistem pengukuran

koordinasi dengan sistem

5w [=]e

jarak bebas (clearance distance)

jarak rambat (creepage distance)

dll<]| < s|I<]|<|<|<

Pemeriksaan Visual

papan nama

cara pemasangan

perlengkapan/perlindungan sistem K3

tingkat hubung pendek (short circuit level)

pembumian peralatan

=l a0 |o|e

kelengkapan peralatan instalasi

ol HColl It = lh o e i) [

Evaluasi hasil uji komisioning

a. Pengujian karakteristik

- Trafo arus

o pemeriksaan rasio

o pemeriksaan polaritas

o pemeriksaan lengkung kemagnetan

o pengukuran tahanan searah

o pengukuran tahanan isolasi

o pengujian tegangan tinggi

dl=wld]|g|=<]| <

<|l<|<|<|<|=<

- Trafo tegangan

o pemeriksaan polaritas

<

<

o pemeriksaan rasio; dan

<

<

© pengujian tegangan

- Pemutus Tenaga

o pengukuran tahanan isolasi

o pengukuran waktu buka dan tutup
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No

Mata Uji

Baru

Perpanjangan

o pengukuran waktu trip free

A%

o analisa kecepatan kontak

pengukuran tahanan kontak

pemeriksaan tegangan kerja umpan buka
dan tutup

o pemeriksaan kerja dari remote

o pemeriksaan fungsi kontak bantu

pemeriksaan indikasi buka/tutup

pengujian tegangan tembus bahan isolasi
(minyak/gas)

o pengujian kebocoran bahan isolasi

o pengujian tegangan tinggi

LSl |9=<i<] 2 [<

Q=< (S]] € <2

- Pemisah

o pengukuran tahanan isolasi

<

pengukuran tahanan kontak

<

pemeriksaan kerja dari lokal secara
mekanis dan elektris

<

o pemeriksaan interlok mekanis dan
elektris

o pemeriksaan fungsi kontak bantu

o pemeriksaan indikasi buka/tutup

o pengujian tegangan tinggi

pengujian unjuk kerja alat bantu

pengujian sequential interlock

ale|e

pengujian proteksi

o

pengujian kontrol elektrik/pneumatik

pemeriksaan tahanan pentanahan

@

pengujian penangkal petir

i

pengujian fungsi catu daya AC dan DC

S|l |9 ||| |D|=(2]9] <

Ll =S| S ||| 2= <] <= ]| € ==

Pengujian Sistem

a.

pemeriksaan arah kerja relai pengaman utama

b.

pemeriksaan stabilitas relai pengaman utama

C.

pengujian peralatan proteksi

pemberian tegangan dan percobaan pembebanan

pengukuran tegangan

pemeriksaan urutan fasa

pengujian pembebanan

|9 |d|I| << <

Sl=|g ==

Pemeriksaan Dampak Lingkungan

a.

tingkat kebisingan

b.

kebocoran gas atau minyak !

Catatan:

1)

tergantung media isolasi yang digunakan
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K. MATA UJI LAIK OPERASI BUS COUPLER BAY/BUS SECTION BAY

No

Mata Uji

Baru

Perpanjangan

Pemeriksaan dokumen

spesifikasi teknik peralatan utama

gambar diagram satu garis (single line diagram)

gambar as built line profile

gambar sistem pentanahan

a
b
c. gambar tata letak (lay out) peralatan utama
d
e
f.

gambar jarak bebas

sertifikasi hasil uji pabrik peralatan utama

®

(sertifikat produk)

< |S|l=s|<s|<s<]<

h izin lingkungan dan dokumen lingkungan hidup
' (AMDAL, UKL/UPL atau SPPL)

i. gambar tata letak (lay out) peralatan utama

<

|| | S S]] |<|<]=

Pemeriksaan desain

sistem pembumian

konstruksi

sistem pembumian

pengaman elektrik

sistem pengukuran

koordinasi dengan sistem

a.
b
c
d. tingkat hubung pendek (short circuit level)
e
f
g
h

jarak bebas (clearance distance)

i. jarak rambat (creepage distance)

=gt l=ml<s€S9 <=

Pemeriksaan Visual

papan nama

cara pemasangan

perlengkapan /perlindungan sistem K3

tingkat hubung pendek (short circuit level)

pembumian peralatan

s e e (2 e

kelengkapan peralatan instalasi

gl = SI=g =

Evaluasi hasil uji komisioning

a. Pengujian karakteristik

-  Trafo arus

o

pemeriksaan rasio

o

pemeriksaan polaritas

[e]

pemeriksaan lengkung kemagnetan

o

pengukuran tahanan searah

o

pengukuran tahanan isolasi

O

pengujian tegangan tinggi

Sl |gS|g]|s|<

|| |=<[=g]|<

- Trafo tegangan

o

pemeriksaan polaritas

s

<

o]

pemeriksaan rasio; dan

&«

=

o

pengujian tegangan

- Pemutus Tenaga

(o]

pengukuran tahanan isolasi
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No

Mata Uji

g
g

Perpanjangan

o pengukuran waktu buka dan tutup

Vv

o pengukuran waktu trip free

o analisa kecepatan kontak

pengukuran tahanan kontak

pemeriksaan tegangan kerja umpan buka
dan tutup

o pemeriksaan kerja dari remote

o pemeriksaan fungsi kontak bantu

pemeriksaan indikasi buka/tutup

pengujian tegangan tembus bahan isolasi
(minyak/gas)

o pengujian kebocoran bahan isolasi

o pengujian tegangan tinggi

<€ < <L <€<] S| |24 [<

S|l € |<s|[S|[<] < |<|<S]|=

- Pemisah

o pengukuran tahanan isolasi

<

o pengukuran tahanan kontak

<

o pemeriksaan kerja dari lokal secara
mekanis dan elektris

-

o pemeriksaan interlok mekanis dan
elektris

o pemeriksaan fungsi kontak bantu

o pemeriksaan indikasi buka/tutup

o pengujian tegangan tinggi

=2

pengujian unjuk kerja alat bantu

pengujian sequential interlock

oo

pengujian proteksi

pengujian kontrol elektrik/pneumatik

pemeriksaan tahanan pentanahan

pengujian penangkal petir

5la =]

pengujian fungsi catu daya ac dan dc¢

<|< (S| || || <|<| < | < |<|<

dla |25 <

Pengujian Sistem

a.

pemeriksaan arah kerja relai pengaman utama

<

b.

pemeriksaan stabilitas relai pengaman utama

c.,

pengujian peralatan proteksi

pemberian tegangan dan percobaan pembebanan

pengukuran tegangan

pemeriksaan urutan fasa

pengujian pembebanan

l|<|<|<|[<|<|=

=l I <1l <l il =

Pemeriksaan Dampak Lingkungan

a.

tingkat kebisingan

<

b.

kebocoran gas atau minyak !

Catatan:

1)

tergantung media isolasi yang digunakan
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L. MATA UJI LAIK OPERASI TRANSFORMER BAY

No Mata Uji Baru Perpanjangan

1. Pemeriksaan dokumen

a. spesifikasi teknik peralatan utama

=3

gambar diagram satu garis (single line diagram)

gambar tata letak (lay out) peralatan utama

gambar tata letak pemadam kebakaran

gambar sistem pentanahan

e |lale

buku manual operasi

g [<|<|<|<[<]|<
< g =S| s< =

sertifikasi hasil uji pabrik peralatan utama
& (sertifikat produk)

izin lingkungan dan dokumen lingkungan hidup
(AMDAL, UKL/UPL atau SPPL)

<
<

2] Pemeriksaan desain

konstruksi

sistem pembumian

tingkat hubung pendek (short circuit level)

alo|o|e

pengaman elektrik

pengaman mekanik

sistem pengukuran

koordinasi dengan sistem

= lm =0

jarak bebas (clearance distance)

Q| S[Sl< ||| =< <

jarak rambat (creepage distance)

3 Pemeriksaan Visual

a. papan nama

cara pemasangan

perlengkapan/perlindungan sistem K3

afolo

tingkat hubung pendek (short circuit level)

@

pembumian peralatan

Lol il oAl [l ol e
s (gl |<|<

lai]

kelengkapan peralatan instalasi

4. | Evaluasi hasil uji komisioning

a. Pengujian karakteristik

- Trafo arus

o pemeriksaan rasio

o pemeriksaan polaritas

o pemeriksaan lengkung kemagnetan

o pengukuran tahanan searah

o pengukuran tahanan isolasi

<|<|<|<|d|<
gl<|g|<|<]|g

o pengujian tegangan tinggi

- Trafo tegangan

<
<

o pemeriksaan polaritas

o pemeriksaan rasio; dan

<
<

o pengujian tegangan \'% \Y

- Pemutus Tenaga

o pengukuran tahanan isolasi A% \'%

o pengukuran waktu buka dan tutup Vv Y
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No

Mata Uji

Baru

Perpanjangan

o pengukuran waktu trip free

<

\%

o analisa kecepatan kontak

o pengukuran tahanan kontak

o pemeriksaan tegangan kerja umpan buka
dan tutup

o]

pemeriksaan kerja dari remote

pemeriksaan fungsi kontak bantu

pemeriksaan indikasi buka/tutup

Qe o

pengujian tegangan tembus bahan isolasi
(minyak/gas)

o pengujian kebocoran bahan isolasi

o pengujian tegangan tinggi

<)L < [g<2]<] 9 |<|<

|9 <€ |<<g|<] <€ [=<|=

- Pemisah

o pengukuran tahanan isolasi
gu

<

o pengukuran tahanan kontak

<

o pemeriksaan kerja dari lokal secara
mekanis dan elektris

<

o pemeriksaan interlok mekanis dan
elektris

o pemeriksaan fungsi kontak bantu

o pemeriksaan indikasi buka/tutup

o pengujian tegangan tinggi

(23

pengujian unjuk kerja alat bantu

pengujian sequential interlock

pengujian proteksi

pengujian kontrol elektrik/pneumatik

mle|lale

pemeriksaan tahanan pentanahan

pengujian penangkal petir

o [0

pengujian fungsi catu daya AC dan DC

< < = = [ | ] =

dl<s|gl=]ls]sldgl<[=||]l < | =2 |<|<

Pengujian Sistem

a.

pemeriksaan arah kerja relai pengaman utama

<

b.

pemeriksaan stabilitas relai pengaman utama

C.

pengujian peralatan proteksi

pemberian tegangan dan percobaan pembebanan

pengukuran tegangan

pemeriksaan urutan fasa

pengujian pembebanan

Sl_||=sl<|<s <<

Sl IR = Al < IR

Pemeriksaan Dampak Lingkungan

a.

tingkat kebisingan

b.

kebocoran gas atau minyak !

Catatan:

1)

tergantung media isolasi yang digunakan
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. MATA UJI LAIK OPERASI SALURAN UDARA TEGANGAN MENENGAH
(SUTM)/SALURAN UDARA TEGANGAN RENDAH (SUTR)

No Mata Uji Baru Perpanjangan
1. | Pemeriksaan dokumen
a. spesifikasi teknik peralatan utama A% \'%
b. gambar diagram satu garis (single line diagram) \% Vv
c. gambar rute jaringan \% \%
d. gambar sistem pentanahan Vv \'%
e. gambar sistem switching \% \%
f.  gambar tata letak peralatan ukur \'% Vv
g. gambar tata letak gardu distribusi v A%
h. sertiflkasi hasil uji pabrik peralatan utama v v
(sertifikat produk)
i izin lingkungan dan dokumen lingkungan hidup v v
(AMDAL, UKL/UPL atau SPPL)
2. | Pemeriksaan desain
a. konstruksi \% -
b. sistem pembumian \% -
c. pengaman elektrik Y -
d. pengaman mekanik
e. koordinasi proteksi dengan sistem distribusi \% -
f.  jarak bebas (clearance distance) Y =
g. Jarak rambat (creepage distance) \Y -
3. Pemeriksaan Visual
a. tiang \% -
b. pemasangan perlengkapan menara A% -
c. penghantar \% B
d. arrester Vv -
e. andongan \'% -
f.  jarak bebas \'% -
g. perlengkapan K3 \% -
h. pembumian peralatan \Y =
4, | Evaluasi hasil uji komisioning
a. pengukuran tahanan isolasi jaringan distribusi \'% Y
b. pengukuran tahanan pembumian \% Vv
c. pengujian fungsi peralatan switching A A%
pengujian fungsi peralatan proteksi dan kontrol v \%
5. | Pengujian Sistem
a. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan Y \%
b. uji pembebanan \% B
c. pengukuran suhu setelah pembebanan Y -
d. pengukuran beban \% -
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N. MATA UJI LAIK OPERASI SALURAN KABEL TEGANGAN MENENGAH
(SKTM)/SALURAN KABEL TEGANGAN RENDAH (SKTR)

No Mata Uji Baru Perpanjangan
1. | Pemeriksaan dokumen
a. spesifikasi teknik peralatan utama v Vv
b. gambar diagram satu garis (single line diagram) vV Vv
c. gambar rute jaringan vV Vv
d. gambar sistem pentanahan V4 A%
e. gambar tata letak peralatan switching V4 v
f. gambar tata letak gardu distribusi v \Y%
g. sertiﬁkasi hasil uji pabrik peralatan utama v v
(sertifikat produk)
h. izin lingkungan dan dokumen lingkungan hidup v v
(AMDAL, UKL/UPL atau SPPL)
2. | Pemeriksaan desain
a. konstruksi v s
b. sistem pembumian A" -
c. pengaman elektrik \% -
d. pengaman mekanik
e. koordinasi proteksi dengan sistem distribusi A% -
3L Pemeriksaan Visual
a. penanaman kabel tanah \% Vv
b. jointing kabel \% \%
c. terminasi kabel v \Y%
d. perlengkapan K3 A% v
e. pembumian peralatan Y Vv
f. tanda jalur kabel Y Vv
g. tanda jointing kabel Vv \%
h. terminasi kabel \ Vv
4. | Evaluasi hasil uji komisioning
a. pengukuran tahanan isolasi jaringan distribusi \Y Vv
b. pengukuran tahanan pembumian \% v
c. pengujian fungsi peralatan switching \% A%
d. pengujian fungsi peralatan proteksi dan kontrol A% A%
e, ge.rtiﬁkat/ daftar pengalaman pelaksana pekerjaan v v
Jointing
5. | Penguyjian Sistem
a. uji ketahanan terhadap tegangan tinggi Vv v
b. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan \% v
c. uji pembebanan \% -
d. pengukuran beban \Y -
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0. MATA UJI LAIK OPERASI GARDU DISTRIBUSI PASANGAN LUAR

No Mata Uji Baru Perpanjangan

1. | Pemeriksaan dokumen
a. spesifikasi teknik peralatan utama A% Vv
b. gambar diagram satu garis (single line diagram) \% \%
¢c. gambar sistem pentanahan \% A%
d. gambar tata letak peralatan utama \'% Vv
e. gambar tata letak gardu distribusi Vv \Y%
f.  sertifikasi hasil uji pabrik peralatan utama (sertifikat v v

produk)

2. | Pemeriksaan desain
a. konstruksi \% ~
b. sistem pembumian \% =
c. pengaman elektrik \% -
d. pengaman mekanik A" -
e. koordinasi proteksi dengan sistem distribusi \% -
f  jarak bebas (clearance distance) A% -
g jarak rambat (creepage distance) A% =

3. | Pemeriksaan Visual
a. Spesifikasi peralatan utama Y A%
b. Papan nama peralatan utama \% A%
C.  pemasangan peralatan utama dan perlengkapannya \% v
d. perlengkapan K3 A% \%
e. pembumian peralatan Y \Y%
f  kunci gardu Y \%

4. | Evaluasi hasil uji komisioning
a. pengukuran tahanan isolasi peralatan utama \Y% -
b. pengukuran tahanan pembumian \% -
c. pengujian fungsi peralatan proteksi dan kontrol \% -

5. | Pengujian Sistem

pengukuran tahanan pembumian Vv Y

b. pengukuran tahanan isolasi Vv \Y%
c. pemberian tegangan \% Y
d. pemeriksaan urutan fasa A" A%
e. uji pembebanan \Y% Vv
f.  pengukuran beban \% Vv
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MATA UJI LAIK OPERASI GARDU DISTRIBUSI PASANGAN DALAM

No Mata Uji Baru Perpanjangan
1. | Pemeriksaan dokumen
a. spesifikasi teknik peralatan utama v Vv
b. gambar diagram satu garis (single line diagram) \Y% Vv
c. gambar sistem pentanahan A" v
d. gambar tata letak peralatan utama \% A%
e. gambar tata letak gardu distribusi A% v
f.  sertifikasi hasil uji pabrik peralatan utama (sertifikat v v
produk)
2. | Pemeriksaan desain
a. konstruksi \% -
b. sistem pembumian A% -
c. pengaman elektrik v =
d. pengaman mekanik A% -
e. koordinasi proteksi dengan sistem distribusi \% -
f.  jarak bebas (clearance distance) Vi -
g. jarak rambat (creepage distance) \% -
3. | Pemeriksaan Visual
a. spesifikasi peralatan utama Vv \%
b. papan nama peralatan utama \% A%
c. pemasangan peralatan utama dan perlengkapannya vV A%
d. perlengkapan K3 \Y% \%
e. pembumian peralatan \Y% v
f.  kunci gardu \Y% \Y%
4. | Evaluasi hasil uji komisioning
a. pengukuran tahanan isolasi peralatan utama \Y% \%
b. Pengukuran tahanan pembumian Vv Vv
c. pengujian fungsi peralatan proteksi dan kontrol v \%
B Pengujian Sistem
a. pengukuran tahanan pembumian \% \%
b. pengukuran tahanan isolasi \Y Y
c. pemeriksaan fungsi PHBTM
- pengujian fungsi catu daya \% Y
- silih kunci (interlock) Vv \Y
-  proteksi dan kontrol \Y% \%
- ketahanan terhadap tegangan tinggi \% \%
pemberian tegangan A" \%
d. pemeriksaan urutan fasa A Vv
e. uji pembebanan A% \%
f. pengukuran beban \% A"
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Q. MATA UJI LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN
TINGGI/TEGANGAN MENENGAH

No Mata Uji Baru Perpanjangan
1. | Pemeriksaan dokumen
a. spesifikasi teknik peralatan utama Vv Vv
b. gambar diagram satu garis (single line diagram) A \
c. gambar sistem pembumian \% Vv
d. gambar instalasi v Vv
e. gambar tata letak panel hubung bagi \% Vv
£ sertif_"l}(asi hasil uji pabrik peralatan utama v v
(sertifikat produk)
2. | Pemeriksaan desain
a. sistem pembumian \% -
b. tingkat hubung pendek (short circuit level) \% -
c. pengaman elektrik v -
d. pengaman mekanik A% -
” lfoor.dinasi proteksi dengan grid sistem tenaga v .
listrik
f.  jarak bebas (clearance distance) \% -
g. jarak rambat (creepage distance) \% -
3. | Pemeriksaan Visual
a. spesifikasi peralatan utama \Y% v
b. papan nama peralatan utama A% Y
c. perlengkapan/peralatan pengamanan kebakaran \% A%
d. perlengkapan/pelindung terhadap bahaya benda v v
bertegangan
f.  perlengkapan/peralatan sistem K3 A% v
g. pembumian peralatan v A%
h. fisik instalasi \% \%
i.  kebocoran minyak trafo \% A%
j.  konstruksi peralatan \% \%
4. | Evaluasi hasil uji komisioning
a. pengukuran tahanan isolasi peralatan utama \Y% v
b. uji individu peralatan utama \% \%
¢. pengukuran tahanan pembumian v V
pengujian fungsi peralatan proteksi dan kontrol \'% A%
5i Pengujian Sistem
a. pengukuran tahanan pembumian A" \%
b. pengukuran tahanan isolasi \% Vv
c. pemeriksaan fungsi proteksi dan kontrol \% v
= Eengujian fungsi catu daya peralatan proteksi dan v v
ontrol
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya JERO WACIK

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

i

Susyanto
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LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0S5 TAHUN 2014

TENTANG
TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
KETENAGALISTRIKAN

FORMAT PERMOHONAN PENUNJUKAN
LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor Y e = v 20..;
Lampiran
Hal : Permohonan Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik

Yang terhormat,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
JI. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 7-8
Jakarta 12950

Dengan ini kami mengajukan permohonan penunjukan sebagai lembaga inspeksi teknik untuk
melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik, dengan ruang lingkup :

1. IDIENE cuemsnamismpemsiesss SUbBIdanE couw s |
2. [DISARE conninie s Subbidati . s sxsnssssisusmaviusass *]
3. bidang .....ccccoveiiiiiiiiiiiniiean. subbidang ........ccccoeeeiiiiininnnnn. *)

Sebagai kelengkapan permohonan, kami sampaikan dokumen persyaratan, sebagai berikut:
1. Persyaratan administratif:

a. akta pendirian badan usaha;

b. penetapan badan usaha sebagai badan hukum;

c. nomor pokok wajib pajak; dan

d. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.

2. Persyaratan teknis:

a. sertifikat badan usaha;

b. struktur organisasi badan usaha;

c. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki
afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;
tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;
dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia;
pedoman pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik; dan
daftar peralatan uji vang dimiliki dan/atau yang disewa.

FR&me

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Jabatan

tanda tangan, meterai, dan stempel

(Nama Lengkap)
Catatan
*) Dapat disesuaikan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

) . , JERO WACIK
Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

o™

Susyanto



LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
KETENAGALISTRIKAN

FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN
LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor T e " T 20...
Lampiran
Hal : Permohonan Penetapan Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah

Yang terhormat,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 7-8
Jakarta 12950

Dengan ini kami mengajukan penetapan sebagai lembaga inspeksi teknik untuk melakukan
sertifikasi laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Sebagai kelengkapan permohonan, kami sampaikan dokumen persyaratan, sebagai berikut:

1. Persyaratan administratif:

akta pendirian badan usaha;

penetapan badan usaha sebagai badan hukum;

nomor pokok wajib pajak; dan

izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk pemeriksaan dan pengujian instalasi
pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

faoop

2. Persyaratan teknis:

a. memiliki kantor wilayah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah provinsi di Indonesia
yang tersebar merata di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur;

b. penanggung jawab teknik yang bekerja penubh;

c. tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu;

d. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki
afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi pemanfaatan tenaga
listrik;

e. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia;

f. pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik
tegangan rendah; dan

g. daftar peralatan uji yang dimiliki.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Jabatan

tanda tangan, meterai, dan stempel

(Nama Lengkap)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

Dvid)i—

Susyanto



LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

MATA UJI SERTIFIKASI
INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH

No Mata Uji Baru Perpanjangan
1 Pemeriksaan dokumen
a. Spesifikasi teknik material \% \%
b. Gambar diagram satu garis (single line diagram) \'% \%
c. Gambar sistem pentanahan A% v
d. Gambar tata letak panel hubung bagi \% \'%
e. Gambar instalasi YV \%
2 Pemeriksaan dan pengujian
a. Pemeriksaan visual
tata letak papan hubung bagi v A%
pembagian beban pada papan hubung bagi \% Y
perlengkapan Hubung Bagi (PHB)
o terminal vV v
o PHB utama \'% \%
¢ PHB cabang \Y Vv
- Penghantar:
o saluran/sirkit utama \Y% \Y%
o saluran/sirkit cabang \Y% \Y%
o saluran/sirkit akhir v Vv
penghantar bumi v A%
p?ngukuran resistans insulasi: tegangan v v
uji S00 V
o pengukuran resistance penghantar bumi \% \%
o hubungan penghantar N dan PE A% A
- elektroda pembumian \% A%
tanda SNI pada material v \Y
- instalasi khusus kamar mandi A% v
b. Pengujian
- pengukuran tahanan isolasi \% \%
- pengukuran tahanan pentanahan \% \%
pengukuran polaritas \% v
pembebanan Vv \%
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Salinan sesuai dengan aslinya
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LAMPIRAN X

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
KETENAGALISTRIKAN

FORMAT PERMOHONAN PENUNJUKAN
LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor

Lampiran

Hal ¢ Permohonan Penunjukan
Lembaga Sertifikasi Kompetensi

Yang terhormat,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

JL. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.7-8 Kuningan, Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan penunjukan sebagai Lembaga Sertifikasi
Kompetensi, untuk ruang lingkup :

1. DIGANE .ovorermsnsesmmmmipivinasssssismmssavisiaei subbidang: ... *)
21 |DIOBNE soonmmiiissmvinrsisie smmmessassnsnsmsmmssniss subbidang ......ccccovviiiiiiiii *)
B DIAEHE oiovneimmmmsimmmeniemssss s T 6 e b g L T T T L]

Sebagai kelengkapan permohonan, kami sampaikan dokumen persyaratan, sebagai berikut :

1. Persyaratan administratif :

akta pendirian badan usaha;

penetapan badan usaha sebagai badan hukum;

nomor pokok wajib pajak;

sertifikat badan usaha; dan

izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk sertifikasi kompetensi tenaga teknik
ketenagalistrikan.

opogp

2. Persyaratan teknis :
a. sertifikat badan usaha;
b. struktur organisasi badan usaha;
€. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi
dengan pelaksana jasa penunjang tenaga listrik lainnya;
penanggung jawab teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;
tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;
dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia;
pedoman pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; dan
tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau yang disewa.

PR Mo o

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Pemohon,
Jabatan
tanda tangan, meterai, dan stempel
(Nama Lengkap)

Catatan
*) Dapat disesuaikan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK
Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,

~

Susyanto
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LAMPIRAN XII

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05 TAHUN 2014

TENTANG
TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
KETENAGALISTRIKAN

FORMAT LAPORAN BERKALA

A. PEMEGANG SERTIFIKAT AKREDITASI KETENAGALISTRIKAN

Nama Badan Usaha -

Jenis Usaha B e T i PR T,

Klasifikasi
- Bidang B SRS e s oo S G
- Subbidang N
Kualifikasi B e T R e s o o ke R

Nomor Sertifikat Akreditasi

1) Laporan Kegiatan Sertifikasi Badan Usaha/Sertifikasi Kompetensi Tenaga
Teknik Ketenagalistrikan/Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik

Tenaga Masa Berlaku
Haing LRuaal{ng Nomor Nomor Teknik/ Sertifikat
No. Pemégang mgEUp Sertifikat | Register Tenaga
Sertifikat Sertifikat Auditor mulai sampai

1 (2) 3] (4) (S) (6) (7) (8)

2) Laporan Perubahan Data Administrasi (apabila ada)

- akta pendirian badan usaha;
- izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;
- struktur organisasi badan usaha.

3) Laporan Perubahan Data Teknis (apabila ada)

a. usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik
- nama dan kompetensi penanggung jawab teknik;
- nama dan kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan:
- dokumen sistem manajemen mutu;
- pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian;
- pedoman pengawasan terhadap tenaga teknik ketenagalistrikan: dan
- daftar peralatan uji yang dimiliki dan/atau yang disewa.
b. usaha ...



i

b. usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan

nama dan kompetensi penanggung jawab teknik;

nama dan kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;

dokumen sistem manajemen mutu;

pedoman pelaksanaan sertifikasi kompetensi;

pedoman pengawasan terhadap tenaga teknik ketenagalistrikan; dan
tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau yang disewa.

c. usaha jasa sertifikasi badan usaha

kepemilikan kantor wilayah termasuk struktur organisasi pelaksana
sertifikasi yang berada di Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan
bagian timur;

penanggung jawab auditor yang bekerja penuh waktu;

tenaga auditor yang bekerja penuh waktu;

dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia;
dan

pedoman pelaksanaan sertifikasi badan usaha.

B. PEMEGANG KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PENETAPAN LEMBAGA
INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH

Nama Badan Usaha B bsememmiain it sinermasiniedeEete O RS A

Nomor SK Pefietapan MERTETL §  coiisioermsmmmmmscmnmmsmiis s s st s

1) Laporan Kegiatan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik Tegangan Rendah

Jumlah Nama
Kantor Kantor : Nama Tenaga
No. Wilavah Area Sertifikat Yang Penanggung Teknik
y Diterbitkan Jawab Teknik
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2) Laporan Perubahan Data Administrasi (apabila ada)

- akta pendirian badan usaha;
- izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;
- struktur organisasi badan usaha.

3) Laporan Perubahan Data Teknis (apabila ada)

- kepemilikan kantor wilayah dan area termasuk struktur organisasi
pelaksana sertifikasi yang berada di Indonesia bagian barat, bagian
tengah, dan bagian timur;

- Penanggung ...
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- Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh waktu;

- tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu;

- dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia;
- pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian; dan

- daftar peralatan uji yang dimiliki.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

——
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